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ABSTRAK

Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Rangka Penegakan Demokrasi Elektoral

Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu akan terus berkembang seiring dengan
penyelenggaraan Pemilu dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga
Pengawas Pemilu menjadi harapan untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan
penegakan demokrasi elektoral. Penelitian ini mengkaji transformasi Lembaga Pengawas
Pemilihan Umum, dan implikasi dari transformasi Lembaga Pengawas Pemilu dalam
penegakan Demokrasi elektoral. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian metode
penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach),
Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan sejarah (historical
approach). Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dikaji dan dianalisis
secara secara kualitatif, serta ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan pengawas Pemilu secara bentuk, sifat,
kedudukan, keanggotaam, fungsi, tugas dan wewenang mengalami perkembangan dan
penguatan seiring dengan penyelenggaran Pemilu dan perubahan atau pembentukan
peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga Pengawas Pemilu pertama kali dibentuk
pada tahun 1982 dengan nama Panwaslak Pemilu, selanjutnya bertransformasi menjadi
Panwaslu dan terakhir bertransformasi menjadi Bawaslu. Transformasi kelembagan
pengawas Pemilu memiliki implikasi terhadap penegakan demokrasi elektoral dan
implikasi terhadap penyelenggaran Pemilu yang berdasarkan asas-asas Pemilu. Penelitian
ini merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR tetap mempertahankan dan bahkan
memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu sehingga dapat menjamin penyelenggaran Pemilu
yang demokratis dan berdasarkan asas-asas Pemilu.

Kata Kunci: Lembaga Pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, Demokrasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat (sovereignty of people) atau demokrasi (democracy). Hal
ini sebagaimana tercantum didalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mempertegas bahwa rakyat dalam
negara Republik Indonesia sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan
tertinggi.

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 telah
mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 1999, tahun
2000, tahun 2001 dan tahun 2002 yang dilakukan dalam sidang umum
maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). UUD NRI
1945 sebelum perubahan merumuskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan
sepenuhnya oleh MPR yang justru mereduksi paham kedaulatan rakyat
menjadi paham kedaulatan negara, suatu paham yang dianut oleh negara-

negara totalitarian dan/atau otoritarian.?

!Kedaulatan tersebut dikenal sebagai “Kedaulatan Rakyat” yang mengandung arti bahwa
dalam negara kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat dan diwujudkan dalam kehendak rakyat
secara umum sebagai dasar kekuasaan negara. Pemerintah sebagai wakil rakyat memiliki tujuan
untuk mensejahterakan rakyat. Hatamar Rasyid, Pengantar llmu Politik: Perspektif Barat Dan
Islam, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him 180.

2Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, ed. Revisi, cet. 13, (Depok: Rajawali Pers,
2019), him. 96.



UUD NRI 1945 sesudah perubahan merumuskan kembali kedaulatan
rakyat, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:3
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar. UUD NRI 1945 tersebut yang menjadi dasar dan rujukan
utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat, serta menentukan bagian-
bagian dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan
atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya diatur oleh
UUD NRI 1945, serta bagian yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya
tidak diserahkan kepada badan atau lembaga, melainkan dilaksanakan
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).*

Pemilu merupakan sarana atau instrumen dalam melaksanakan demokrasi
dan dianggap sebagai tolak ukur dalam berdemokrasi.® Melalui Pemilu,
warga negara berhak untuk berpartisipasi dan menggunakan suaranya dalam
memilih orang atau partai politik yang dipercaya sebagai perwakilannya,
sehingga pemimpin atau perwakilan yang terpilih mendapatkan legitimasi
dari rakyat.

Pemilu diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 Bab VII B tentang
Pemilu, sebagaimana Pasal 22E yang berbunyi:®

(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2008),

3Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)
“Ni’matul Huda, Op. Cit., him. 9.

SMiriam Budiarjo, Dasar-Dasar lImu Politik, ed. Revisi (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
him. 461.

®Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



(3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan
undang-undang.

Ketentuan tentang Pemilu selain diatur dalam pasal 22E, diatur juga
tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum didalam UUD NRI
1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:’

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang
anggotaanggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.

Adanya ketentuan tentang Pemilu dan pilkada dalam UUD NRI 1945
dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan
pilkada sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, hal tersebut
akan lebih menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur (per lima
tahun), menjamin proses dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu secara
langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil .2

Secara historis, pelaksanaan dan perkembangan Pemilu di Indonesia
dibagi menjadi empat fase yang didasarkan atas pertimbangan konstitusi

sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan konfigurasi politik. Adapun fase

" Pasal 18 (3) ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca-
Reformasi, ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2017), him. 43-44.



tersebut sebagai berikut: Pemilu 1955, Pemilu 1971-1997, Pemilu 1999, dan
Pemilu 2004-2019.° Berdasarkan fase-fase tersebut dapat dilihat dasar
pelaksanaan Pemilu dan konfigurasi politiknya setiap fase-fase, sebagai
berikut:1® Pemilu 1955 dilaksanakan berdasarkan UUDS 1950 dan
konfigurasi politik demokrasi liberal. Pemilu 1971-1997 dilaksanakan
berdasarkan UUD 1945 dan ditengah politik serta konfigurasi politik otoriter
atas nama demokrasi Pancasila yang dikenal sebagai rezim orde baru. Pemilu
1999 dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 akan tetapi berbeda dengan
Pemilu tahun 1971-1997, hal ini dikarenakan adanya transisi situasi politik
akibat mundurnya Presiden Soeharto. Terakhir, Pemilu 2004 — 2019
dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945 yang merupakan hasil reformasi
konstitusi tahun 1999-2002.

Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dilaksanakan secara
nasional sejak kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia
setelah Pemilu tahun 1955 tidak terlaksana selama lebih dari 15 (lima belas)
tahun, dan Pemilu baru dilaksanakan kembali pada masa pemerintahan orde
baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971. Pemilu
1971 merupakan Pemilu pertama di masa orde baru dan sejak itu Pemilu
dilaksanakan rutin secara nasional lima tahun sekali, pada masa orde baru
Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pasca berakhirnya masa orde baru, Pemilu dilaksanakan kembali dalam masa

°Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam
Konstitusi Indonesia, ed. 1, cet. 2., (Depok: Rajawali Pers, 2021), him. 27.
10 1bid., him. 27-28.



transisi tahun 1999. Pasca reformasi, Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan
sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 (yang
dikenal dengan Pemilu serentak).

Pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari lembaga penyelengara dan lembaga
pengawas, kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam
hal pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan asas-asas Pemilu
yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai wujud dari
kedaulatan rakyat. Pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa
pelaksanaan dari Pemilu sebagai kedaulatan rakyat telah sesuai dengan asas-
asas dan peraturan-peraturan sehingga terciptanya Pemilu yang demokratis.

Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya sebuah lembaga pengawas
yang independen dan mandiri, hal ini bertujuan untuk memperkokoh pilar
demokrasi, meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan
kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, serta mempertegas
komitmen Pemilu sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dan
pembentukan pemerintahan yang baik.? Adapun ciri-ciri utama dari lembaga
pengawas Pemilu yang independen atau mandiri, yaitu sebagai berikut:*3

a) Dibentuk atas perintah konstitusi atau peraturan perundang-undang;

b) Tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau penguasa;

11 Radian Syam, Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis
Normatif, Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, him. 61.

12 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Op. Cit., him.107.

13 Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di
Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta : Indonesian Power for Demaocracy (IPD), 2009), him. 57-58.



c) Pertanggungjawaban diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) atau parlemen;

d) Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan tahapan
Pemilu;

e) Memiliki moralitas dan integritas yang baik; dan,

f) Memahami mekanisme penyelengaraan Pemilu.

Lembaga pengawasan Pemilu tidak hanya bertanggung jawab terhadap
pembentukan pemerintah yang baik dan demokratis, tetapi juga menjaga
hak warga negara dalam memilih pemimpinnya.

Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia tahun
1955 sampai dengan tahun 1982 belum ada lembaga pengawas Pemilu, hal
ini menunjukkan bahwa belum adanya kepedulian pemerintah dan
masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu untuk
mewujudkan Pemilu yang demokratis.!* Kepedulian pemerintah dan
masyarakat terhadap pengawasan dalam Pemilu agar terciptanya Pemilu yang
demokratis baru dibentuk pada tahun 1980, hal ini dibuktikan dengan
dibentuknya lembaga/badan pengawas Pemilu di tingkat pusat hingga tingkat
daerah.

Berdasarkan sejarahnya, lembaga pengawas Pemilu baru dilaksanakan
pada Pemilu tahun 1982, yang melatarbelakangi dibentuk lembaga pengawas

Pemilu karena adanya pelanggaran-pelanggaran, masalah-masalah dan

14Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9,
No. 1, Januari-Juni 2012, him. 44.



kecurangan-kecurangan pada Pemilu tahun 1971, serta petugas Pemilu
melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap perhitungan suara dan
ketidaknetralan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.®® Sehingga
diperlukannya perbaikan atau pembentukan peraturan perundang-undangan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu agar lebih demokratis.

Kelembagaan pengawas Pemilu dari tahun 1982 hingga saat ini terus
mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, serta
perkembangan zaman dan kebudayaan di tengah masyarakat. Adanya
perubahan dari kelembagaan Pemilu tersebut dapat menjamin
penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan asas Pemilu dan Pemilu yang
demokratis. Bahwa perubahan kelembagaan Pemilu tersebut dapat dilihat dari
segi bentuk dan sifat serta pengaruh dari perubahan kelembagaan tersebut
terhadap Pemilu.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik
untuk mengulas mengenai perubahan kelembagaan pengawas Pemilu yang
berhubungan dengan bentuk, sifat, kedudukan, struktur, fungsi, tugas dan
wewenangan terhadap penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Transformasi Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam Rangka Penegakan Demokrasi Elektoral”.

Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Op. Cit., him.108.



B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun

rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana transformasi kelembagaan pengawas Pemilihan Umum
dalam rangka penegakan demokrasi elektoral?

2. Bagaimana implikasi dari transformasi kelembagaan pengawas
Pemilihan Umum dalam rangka penegakan demokrasi elektoral?

Tujuan Penelitian

Bahwa dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas.
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini
adalah:

1. Untuk menganalisis dan membahas transformasi kelembagaan
pengawas Pemilihan Umum dalam rangka penegakan demokrasi.

2. Untuk menganalisis dan membahas implikasi dari transformasi
kelembagaan pengawas Pemilihan Umum dalam rangka penegakan
demokrasi.

Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti ada manfaat atau kegunaan yang didapatkan.
Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan ilmu
hukum khususnya hukum tata negara mengenai kajian kelembagaan

negara dalam hal ini lembaga pengawas Pemilihan Umum.



b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
transformasi kelembagaan pengawas Pemilu dalam rangka penegakan
demokrasi elektoral.

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau
landasan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

. Manfaat Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat atau dipergunakan

sebagai bahan informasi, referensi ataupun pedoman, serta sarana edukasi

mengenai kajian kelembagaan pengawasan Pemilihan Umum dalam
rangka penegakan demokrasi elektoral.

a. Manfaat pada Lembaga Pengawas Pemilu dari penelitian ini
memberikan sumbangsih pemikiran tentang kajian kelembagaan
pengawas Pemilu, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan
dalam perbaikan atau pengembangan Lembaga Pengawas Pemilu.

b. Manfaat pada Lembaga Penyelenggara Pemilu dari penelitian ini
ialah adanya sinkronisasi antara lembaga penyelenggara dan
lembaga pengawas dalam rangka penegakan demokrasi elektoral.

c. Manfaat pada Masyarakat dari penelitian ini sebagai sarana edukasi
mengenai lembaga pengawas dan pengawasan dalam Pemilu dalam

rangka penegakan demokrasi elektoral.
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E. Kerangka Teori
Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Teori Lembaga Negara
Istilah lembaga negara dalam kepustakaan Indonesia dikenal sebagai
organ negara, badan negara, dan alat kelengkapan negara, akan tetapi
memiliki makna yang sama. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata
staatsorgan (bahasa Inggris) atau political institusions (bahasa Belanda).
Konsep lembaga negara atau organ negara memiliki makna yang sangat
luas dan tidak terbatas hanya pada makna dari teori pemisahan kekuasaan.
Sehingga, terdapat beberapa pengertian dari konsep tersebut:!® Pertama,
organ negara paling luas meliputi individu yang menjalankan fungsi law-
creating dan law-applying; Kedua, organ negara dalam arti luas akan
tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, yaitu meliputi individu yang
menjalankan fungsi law-creating dan law-applying serta memiliki
kedudukan dalam struktur kenegaraan atau pemerintahan; Ketiga, organ
negara dalam arti lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang
menjalankan fungsi law- creating dan law-applying dalam struktur dan
sistem kenegaraan atau pemerintahan, dalam hal ini, pengertian lembaga
yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, serta

keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih rendah di tingkat pusat atau

18Jimly Asshidigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 39-41.
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daerah; Keempat, organ atau lembaga negara dalam arti lebih sempit,
bahwa pengertian dari lembaga negara hanya terbatas pada
pembentukannya berdasarkan UUD, UU, serta peraturan Yyang
tingkatannya lebih rendah dan meliputi lembaga negara pada tingkat pusat
dan daerah; Kelima, pengertian ini memberikan kekhususan kepada
lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD menjadi
lembaga negara tersendiri.

Hans Kelsen dalam buku berjudul General Theory of Law and State
menjelaskan mengenai the concept of the State Organ yaitu:!” “Whoever
fulffills a function determined by the legal order is an organ” (Siapa saja
yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum
(legal order) adalah suatu organ. Konsep organisasi negara terdapat dua
unsur yang saling berkaitan yaitu organ dan functie. Organ adalah
tempatnya, sedangkan functie adalah isinya berdasarkan tujuan dari
pembentukannya.'® Berdasarkan perspektif hukum tata negara, bahwa
lembaga negara diartikan sebagai suatu organ negara yang menjadi materi

muatan dalam konstitusi suatu negara.®

YIsharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, cet. 1, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, 2015), him. 1.

18Jimly Asshidigie, Op. Cit., him. 99.

®Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di
Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), him. 19.
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Lembaga negara yang pembentukan dan sumber kewenangannya
berdasarkan konstitusi disebut sebagai constutusional state organ.
Sedangkan, lembaga negara yang pembentukan dan sumber
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut
sebagai state auxiliary state organ.?’ Bagir Manan mengklasifikasikan
lembaga negara berdasarkan fungsinya, sebagai berikut:?! Pertama,
Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau
bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Presiden dan Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kekuasaan Kehakiman.
Lembaga dengan fungsi ini disebut sebagai alat kelengkapan negara;
Kedua, lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan
tidak bertindak untuk dan atas nama negara, artinya hanya menjalankan
tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga dengan
fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif; Ketiga, lembaga negara
penunjang atau badan penunjang yang memiliki fungsi untuk menunjang
fungsi alat kelengakapan negara. Lembaga dengan fungsi ini disebut

sebagai auxiliary organ/agency.

2Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem
Ketatanegaraan Di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, September
2020, him. 146.

ZINovianto M. Hantoro, Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan
Kategori Pejabat Negara, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 2, November 2016, him. 148.
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2. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
penilikan dan penjagaan.?? Secara terminologis, istilah pengawasan
disebut dengan istilah controlling, evaluating, appraising, dan correcting.
Pengawasan terdiri dari kata dasar awas yang artinya dapat melihat baik-
baik, hal ini berarti memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang
sebenarnya dari sesuatu yang dilihat dengan cermat dan seksama dari yang
diawasi.

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan sebagai berikut;??
“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply
corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan”.
Sebagaimana pengertian tersebut, pengawasan dititikberatkan pada
tindakan evaluasi dan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan
tujuan hasil yang dicapai telah sesuai dengan apa yang ditentukan.

Sondang P Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses
pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi dengan tujuan untuk
menjamin kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan.?* Menurut Sujamto pengawasan
adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan

yang sebenarnya terkait pelaksanaan kegiatan atau tugas, apakah telah

22 KBBI (online), s.v. “pengawasan”, https://kbbi.web.id/awas, diakses 9 Oktober 2021.

23 Muchan, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), him. 36.

24 Sondang. P Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), him.

135.


https://kbbi.web.id/awas

14

sesuai sebagaimana mestinya atau tidak.?® Pengawasan dari pengertian
tersebut menitikberatkan pada suatu proses pengawasan yang sistematis
berdasarkan tahap-tahap yang ditentukan.

Donnelly mengklasifikan pengawasan menjadi tiga jenis pengawasan
sebagai berikut:® Pertama, pengawasan pendahuluan (preliminary
control). Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent
control). Ketiga, pengawasan feed back (feed back control).

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan yang ditentukan berdasarkan nilai, norma, dan peraturan.
Pengawasan Pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan
dalam hak pilih warga negara dapat terwujud dengan sebenarnya, tanpa
adanya kecurangan atau manipulasi dan pelanggaran terhadap prinsip-
prinsip Pemilu.?’

Pengawasan Pemilu seharusnya melibatkan banyak pihak secara luas,
meliputi tokoh masyarakat, budayawan/seniman/artis, dan media massa.
Hal ini didasarkan pada pengawasan Pemilu memiliki tugas yang berat,
yaitu menjamin penyelenggaraan Pemilu berjalan jujur dan adil.
Pengawasan dalam Pemilu dilakukan secara menyeluruh terhadap

tahapannya, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

#Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, (Jakarta: Sinar Grafika,
1990), him. 17.

%Gibson Donelly dan lvansevich, Managemen edisi 9 jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyaudin,
(Jakarta: Erlangga, 1996), him. 302.

Z’Novembri Yusuf Simanjuntak, Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu,
Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 3. Juni 2017, him. 310.
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Hal ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk menjamin
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu.
3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat dipisahkan dari negara hukum
dan negara demokrasi, sehingga Pemilu memiliki hubungan yang erat,
karena Pemilu merupakan salah satu cara dalam pelaksanaan demokrasi.
Pelibatan rakyat dalam suatu penyelengaraan dan pembentukan
pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan adalah inti
dari demokrasi.

Hal ini merupakan salah satu ciri dari demokrasi, sebagaimana
dikemukakan olen N.D. Arora dan S.S. Awasthy, bahwa pemerintah
dipilih dan bertanggungjawab kepada yang memerintah atau wakil yang
diperintah.?® Sehingga sarana utama dari kedaulatan rakyat diwujudkan
dalam Pemilu.

Pemilu berkaitan erat dengan prinsip negara hukum. Hal ini
dikarenakan rakyat dapat memilih wakil-wakil nya dalam Pemilu, untuk
membentuk produk hukum dan melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan hukum. Salah satu ciri dari pelaksanaan negara hukum, yaitu
adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan
hak dipilih dan memilih, serta perwujudan dari persamaan hak di hadapan

hukum dan pemerintahan.?®

28 Janedjri M. Gafar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Perss,
2013), him. 35.

29 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999),
him. 221 — 222.



16

Secara umum, sistem Pemilu dibedakan menjadi dua, yaitu:*® sistem
proporsional dan sistem distrik. Sistem proposional (multi-member-
constituencies) merupakan sistem yang didasarkan atas satu wilayah besar
untuk memilih beberapa wakil yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
perimbangan jumlah penduduk. Sedangkan, sistem distrik (single-member
constituency) merupakan sistem yang didasarkan atas satu wilayah kecil
(distrik pemilihan) untuk memilih satu wakil atas dasar pluralitas.

Pemilu dengan sifat demokratis dapat mewujudkan tujuan yang hendak
dicapai. Pemilu tidak hanya memilih wakil-wakil dari rakyat untuk
menyelenggarakan  negara atau pemerintahan, akan tetapi memilih
program sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Tujuan
dari Pemilu itu sendiri adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan
menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan
pilihan rakyat, apabila tujuan dari Pemilu tidak dapat dicapai maka Pemilu
hanya bersifat formalitas sebagai legitimasi bagi pemegang kekuasaan.3!
Hal ini akan menjadikan Pemilu kehilangan ruh demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat atau
demokrasi harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu:*? langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta adanya penghormatan terhadap hak
memilih dan dipilih, kebebasan bereskpresi dan berkumpul, keterbukaan

akses informasi, dan kebebasan berorganisasi.

30 Janedjri M. Gafar, Op. Cit., him. 38-39.
31 Ibid., him.5.
32 |bid., him. 42.
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4. Teori Demokrasi

Demokrasi mengandung arti bahwa suatu sistem pemerintahan yang
berada di tangan rakyat atau dengan kata lain pemerintahan oleh rakyat,
arti dari demokrasi ini sejak zaman Yunani Kuno hingga saat ini tetap
mengandung arti yang sama.®® Kata “demokrasi” berasal dari bahasa
Yunani, yaitu nemos (demos) artinya rakyat dan kratos (kratos) artinya
kekuaasan atau kekuatan, demokrasi ini sebagai sistem politik negara -
kota Yunani pada abad ke-5 SM.3* Sistem demokrasi yang dilaksanakan
oleh negara kota (city state) Yunani Kuno dari abad ke-6 sampai abad ke-
3 S.M yaitu demokrasi langsung (direct democrazy), suatu bentuk
pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat berdasarkan prosedur
dan mekanisme secara mayoritas dalam membuat keputusan-keputusan
politik.%

Demokrasi langsung yang dilaksanakan pada zaman Yunani Kuno
dapat berjalan efektif didasarkan pada hal berikut:3® Pertama, negara
Yunani memiliki wilayah yang relatif kecil berbentuk polis/city
state/negara-kota; Kedua, Permasalahan di negara Yunani tidak kompleks
atau rumit, serta jJumlah warga negara yang relatif sedikit; Ketiga, negara
Yunani merupakan negara minded artinya warga negara memikirkan

tentang memerintah, penguasa negara dan sebagainya.

38 Hatamar Rasyid, Op. Cit., him. 37.

34 Bambang Sugianto dan Evi Oktariani, Hukum Tata Negara, ed. 1, cet. 1 (Depok: Rajawali
Pers, 2020), him. 83.

%Ni’matul Huda, Op. Cit., him. 261.

%Hatamar Rasyid, Op. Cit. him. 47.
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Demokrasi langsung sulit dilaksanakan pada negara modern, hal ini
mengingat jumlah penduduk yang semakin banyak dan wilayah yang
begitu luas, tidak seperti zaman Yunani Kuno yang memiliki jumlah
penduduk masih sedikit dan merupakan negara-kota, sehingga dalam
negara modern demokrasi berdasarkan perwakilan (representative
democracy) atau demokrasi perwakilan.®” Konsep demokrasi perwakilan
lahir dan berkembang dari ide-ide dan institusi pada abad Pertengahan
Eropa, era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis.

Pengertian dari demokrasi hingga saat ini masih mengalami perdebatan,
sehingga beberapa ahli memberikan pengertian dari demokrasi. Abraham
Lincolin mengartikan demokrasi sebagai:*® “Demokrasi adalah sistem
pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.” Pengertian demokrasi yang diberikan Hans Kelsen senda dengan
pengertian dari Abraham Lincolin, Hans Kelsen menyatakan bahwa:3®
“Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang
melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya

)

akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.’

$’Demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang rakyatnya masih berdaulat akan
tetapi kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Sugianto dan
Oktariani, Op. Cit., him. 84.

3 1bid., him. 85.

% 1bid.
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Secara umum, ada 2 (dua) bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung
dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk
demokrasi yang dimana rakyatnya memberikan suara atau pendapat dalam
membuat suatu keputusan atau kebijakan.*® Sedangkan, demokrasi
perwakilan merupakan bentuk demokrasi dimana rakyat memilih
perwakilan melalui Pemilu untuk membuat suatu keputusan atau
kebijakan.*' Selain dari kedua bentuk demokrasi tersebut, ada beberapa
macam demokrasi yaitu, demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat,
serta demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia.

Demokrasi  konstitusional ~merupakan suatu gagasan sistem
pemerintahan demokratis yang didasarkan atas pembatasaan kekuasaan
dan kewenangan pemerintah terhadap warga negaranya.*? Pembatasan-
pembatasan tersebut tercantum di dalam konstitusi, hal inilah yang disebut
sebagai  pemerintahan  berdasarkan  konstitusi  (Constitutional
Government). Selanjutnya, demokrasi rakyat menurut paradigma
komunisme adalah “bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi
diktator proletary” (a special form of democrazy fulfilling the functions of
proletarian dictatorship).** M. Carter menyatakan bahwa ciri dari
demokrasi rakyat yaitu adanya dorongan untuk persatuan secara paksa,

penghapusan opisisi terbuka, adanya suatu pimpinan yang tahu dalam

40 Ibid., hlm. 91.
4 Ibid., him. 92.
42 Hatamar Rasyid, Op. Cit., hIm.53.
43 Ibid., him. 54.
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menjalankan kebijakan pemerintah, dan menjalankan kekuasaan-
kekuasaan melalui elit.**

Demokrasi Pancasila menurut Prof. Darji Darmodihardjo, bahwa
paham demokrasi yang bersumber dari falsah hidup bangsa Indonesia,
yang perwujudannya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam pembukaan UUD NRI 1945 Prinsip dasar dari demokrasi
Pancasila adalah sebagai berikut:*® Pertama, adanya persamaan bagi
seluruh rakyat Indonesia; Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban;
Ketiga, pertanggungjawaban secara moral terhadap pelaksanaan moral;
Keempat, mewujudkan keadilan sosial; Kelima, musyawarah dalam
membuat suatu keputusan; Keenam, mengutamakan persatuan nasional;
Ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi elektoral (elektoral democracy) atau yang sering disebut
sebagai pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum yang diikuti oleh seluruh
lapisan masyarakat untuk menggunakan hak suara nya memilih wakil-
wakil rakyat di parlemen dan di pemerintahan.*’ Pemilu bukan hanya
prosedur demokrasi, akan tetapi merupakan bagian integral dari sistem
demokrasi elektoral sebagai dasar sistem pemerintahan yang efektif. Atau

dengan kata lain, sistem demokrasi elektoral yang efektif dan akuntabel

4 Ibid., hlm. 55-56.
4 Sunarso, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia),

(Yogyakarta: UNY Press, 2015), him. 32.

46 |bid., him. 33.
4TKanal Info, “Pengertian Elektoral Dalam Demokrasi”,

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-elektoral-dalam-demokrasi, diakses pada 10 Oktober

2021.
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menjadi prasyarat bagi terciptanya sistem demokrasi substantif yang mana
pemerintahan berkuasa mampu memberikan pelayanan publik kepada
masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*8
Demokrasi sebagai suatu gagasan politik bersifat universal yang di
dalamnya terdapat beberapa elemen sebagai berikut:*® Pertama, kekusaan
diselenggarakan oleh rakyat; Kedua, pertanggungjawaban oleh penguasa
terhadap rakyat; Ketiga, dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung;
Keempat, adanya pergantian kekuasaan; Kelima, adanya penyelenggaraan
Pemilihan Umum; Keenam, adanya jaminan dan pengakuan terhadap
kebebasan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).
F.  Ruang Lingkup
Agar pembahasan pada penelitian ini terarah dengan baik, terstruktur, dan
tidak terlalu luas atau menyimpang dari judul dan rumusan masalah
sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal ini ruang lingkup
penelitian dititikberatkan pada bentuk, sifat, kedudukan, struktur, fungsi,
tugas dan wewenangan dari lembaga pengawas Pemilihan Umum berkaitan
dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan pernah berlaku di Indonesia, serta keberadaan lembaga pengawas
Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dari tahun 1955

sampai dengan tahun 2019. Perubahan peraturan perundang-undangan dan

“8Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari, Merancang Sistem Politik
Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, cet. 1 (Jakarta: Kemitraan bagi
Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), him. viii.

4 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), him. 15.
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perkembangan penyelenggaraan Pemilihan Umum memilik dampak pada
lembaga pengawas Pemilihan Umum, sehingga dalam penelitian ini akan
mengkaji implikasi dari transformasi lembaga pengawas Pemilihan Umum
dalam rangka penegakan demokrasi elektoral di Indonesia. Bahasan dari
transformasi kelembagaan pengawas Pemilihan Umum dan implikasinya
berkaitan dengan rezim Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Umum Legislatif
(pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD) dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden (Pilpres), sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada atau
Pemilukada) tidak menjadi bahasan dalam transformasi kelembagaan
pengawas Pemilihan Umum dan implikasinya terhadap penyelenggaraan

Pemilu dan demokrasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya merupakan suatu sarana pokok atau
dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, yang
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,
dan konsisten.>®

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, serta bersifat asas-
asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah
masyarakat, dan berhubungan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.>*

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

17.

%0 Zainuddin Ali, Metode Penilitian Hukum, ed. 1, cet. 11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him.

% 1bid., him. 19.
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1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris.® Jenis penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara mempergunakan bahan hukum sekunder (bahan
kepustakaan).®® Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas
hukum, sistematika hukum; taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
perbandingan hukum, dan sejarah hukum.> Penelitian hukum normatif
disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner,> karena penelitian ini
dilakukan hanya sebatas pada peraturan peraturan-peraturan yang tertulis
atau bahan-bahan hukum yang lainnya, serta disebut juga sebagai
penelitian perpustakaan®® dikarenakan penelitian ini dilakukan terhadap
data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku
dan dokumen-dokumen resmi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian
normatif, akan mengkaji, menganalisis dan menguraikan secara
komprehensif terkait dengan transformasi kelembagaan pengawas

Pemilihan Umum dalam rangka penegakan demokrasi elektoral.

52Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 25.

53Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjuan Singkat,
ed. 1, cet. 20, (Depok: Rajawali Pers, 2021), him. 13.

%1bid, him. 14.

*Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, cet. 1,
(Bandung: CV ALPABETA, 2017), him. 27.

%1bid.
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2. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum tentu perlu adanya suatu pendekatan, yang berguna
untuk memecahkan masalah pokok dalam penelitian hukum.>” Adapun
beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan
cara mengamati, menganalisis, mengkaji, dan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan regulasi berkaitan dengan
permasalahan hukum atau isu hukum yang sedang dihadapi atau
diteliti.®® Pendekatan ini dititikberatkan pada pemahaman terhadap
asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma
hukum. >

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam bidang ilmu
hukum.®® Pendekatan ini akan menemukan ide-ide atau konsep-
konsep yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan

S"Muhaimin, Op. Cit., him. 55.

8peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Grup, 2014), him. 133.

9Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, cet. 1, (Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018),
him. 83

8peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 177.
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permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi atau diteliti.5*
Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan konsep
kelembagaan, konsep pengawasan dan konsep demokrasi dalam
kaitannya dengan transformasi kelembagaan pengawas Pemilihan
Umum dalam rangka penegakan demokrasi.

c) Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah atau menganalisis latar belakang dan
perkembangan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan
permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi atau diteliti.®
Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aspek filosofi dari aturan
hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan
perkembangan aspek filosofi dari landasan aturan hukum.%?

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Suatu penelitian tentu diperlukan sumber-sumber bahan penelitian
hukum yang berguna sebagai dasar acuan untuk dapat memecahkan atau
menyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Sumber-sumber bahan
penelitian hukum tersebut didapatkan dengan menggunakan bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun jenis dan

sumber bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

®11bid.

2 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindi Persada,
2007), him. 59.

83 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 166.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki
sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer
terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.®* Bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1969 tentang Pemilihan Umum  Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
(Lembaran Negara 1980)

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1985
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara

64 Zainuddin Ali, Op. Cit., him. 47.
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Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3810);

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37);

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi tentang hukum
dan bukan merupakan dokumen tidak resmi, adapun publikasi
tersebut terdiri atas: buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal dan
publikasi ilmiah.®> Bahan hukum sekunder tersebut memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer.%® Bahan hukum sekunder
yang dipakai dalam penelitian ini berkaitan dengan buku-buku dan
jurnal-jurnal, atau publikasi ilmiah yang berkaitan dengan
kelembagaan, pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum di
Indonesia, demokrasi, dan demokrasi di Indonesia.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan
hukum sekunder, yang berasal dari kamus-kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar dan lain sebagainya.®” Apabila dipandang perlu
dalam suatu penelitian dapat menggunakan bahan non-hukum
berupa buku-buku atau jurnal ilmu politik, ekonomi, sosial, filsafat
dan sebagainya, yang memiliki relevansi dengan permasalahan

hukum atau isu hukum yang dihadapi dan diteliti.®

% Ibid., him. 48.

% | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2016), him. 144.

67 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., him. 13.

88Zainuddin Ali, Op. Cit., him. 57.
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4. Inventarisasi Bahan Hukum
Inventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode
studi kepustakaan (library research) dengan mencari, mengumpulkan,
menginventarisasi, mencatat, mempelajari, serta mengutip bahan yang
diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum dan

sebagainya yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif analitis, dengan melakukan pendekatan kualitatif
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.®® Bahan hukum
yang telah diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dianalisis
secara normatif kualitatif, yaitu diuraikan secara jelas dan lengkap
kemudian diolah menjadi bahan hukum yang ringkas untuk kemudian

ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan
metode deduktif, yaitu dengan berpikir mendasar pada hal-hal bersifat

umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Ibid., him. 107.
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